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DI PENGHUJUNG tahun 2021 ini,

publik disuguhi wacana dan fakta ada-

nya kejahatan yang hingga saat ini ma-

sih sangat meresahkan dan masih men-

jadi ancaman bagi kita semua, yakni ma-

fia tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI) mafia dimaknai seba-

gai perkumpulan rahasia yang bergerak

di bidang kejahatan (kriminal). Menteri

ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil menye-

but, mafia tanah adalah penjahat yang

menggunakan tanah sebagai objek keja-

hatan. Berdasarkan hal di atas, dapat ki-

ta pahami bahwa mafia tanah adalah

persekongkolan yang melibatkan berba-

gai pihak untuk melakukan kejahatan

dengan tanah sebagai objek utamanya. 

Mengapa tanah menjadi sasaran objek

kejahatan mafia? Paling tidak terdapat 4

(empat) alasan. (a) tanah merupakan

properti yang paling bernilai, di mana ni-

lainya tidak akan pernah turun seperti

properti lainnya; (2) tanah mempunyai

sifat scarcity atau langka. Artinya,

ketersediannya terbatas dan hampir se-

mua membutuhkannya; (3) tanah mem-

punyai sifat transferability atau mudah

dipindahtangankan; (4) sistem adminis-

trasi pertanahan yang belum sepenuh-

nya memberikan jaminan keamanan ba-

gi pemegang hak atas tanah.

Melibatkan Oknum

Keempat hal di atas memunculkan ak-

tivitas mafia tanah.  Biasanya mafia

tanah melibatkan oknum pegawai BPN,

oknum kepala desa, oknum notaris/Pe-

jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),

oknum aparat penegak hukum, serta

oknum pada lembaga peradilan. Oknum-

oknum tersebut menjalankan operasinya

menggunakan cara-cara yang melanggar

hukum, yang dilakukan secara terorgan-

isir, rapi dan sistematis. Jelas, praktik

mafia tanah dilakukan orang-orang yang

memiliki pengetahuan pertanahan sa-

ngat memadai dan mempunyai berbagai

akses terhadap data dan informasi

(dokumen) pertanahan. 

Hingga Oktober 2021, Business Insight

mencatat adanya sejumlah 732 pengadu-

an mafia tanah yang penanganannya

masih berlangsung. Banyaknya kasus

mafia tanah yang terlapor mendorong

Kementerian ATR/BPN telah melakukan

berbagai upaya serius untuk mengantisi-

pasi dan menangani mafia tanah. Salah

satunya bekerjasama dengan kepolisian

dan kejaksaan membentuk Satuan

Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah pada

Tahun 2018.

Untuk memperbaiki sistem adminis-

trasi pertanahan guna mengantisipasi

adanya praktik mafia tanah Kemen-

terian ATR/BPN telah melakukan upa-

ya-upaya transformasi digital. Ke depan,

seluruh data dan informasi pertanahan

diolah dan disimpan dalam bentuk digi-

tal termasuk sertipikat tanahnya-pun ke

depan berupa sertipikat elektronik, yang

penerapannya dilakukan secara

bertahap (Analisis KR, 08/2). 

Antisipasi dan penanganan

mafia tanah perlu kolaborasi

multipihak. Yakni seluruh jajaran

Kementerian ATR/BPN, ke-

polisian, kejaksaan, catatan sipil,

pemerintah desa hingga para pe-

megang hak atas tanah.  Dalam

konteks ini upaya antisipasi

munculnya mafia tanah lebih

dikedepankan.

Desa Lengkap

Antisipasi munculnya mafia

tanah dapat diawali dari desa, de-

ngan aktor utama pemegang hak

atas tanah dan pemerintah desa.

Pemegang hak atas tanah harus

memastikan bahwa tanahnya su-

dah terdaftar dan bersertipikat.

Pemerintah desa sebagai organ

pemerintah yang langsung ber-

hubungan dengan masyarakat harus

memiliki dan/atau dapat mengakses da-

ta pertanahan secara lengkap. 

Program Desa Lengkap yang menjadi

agenda Kementerian ATR/BPN harus

segera diwujudkan. Dalam hal ini Desa

Lengkap adalah desa yang seluruh bi-

dang-bidang tanah yang berada di

wilayah tersebut sudah memenuhi sya-

rat lengkap dan valid baik secara spasial

maupun yuridis. Secara spasial seluruh

bidang-bidang tanah yang dikuasai sub-

jek hak dan seluruh bidang-bidang tanah

yang terbentuk dari unsur geografis (su-

ngai, jalan, gang, fasum, fasos, sem-

padan, dan lain-lain) telah terpetakan.

Secara ringkas dikatakan sebagai Desa

Lengkap apabila luas wilayahnya sama

dengan total luas bidang-bidang tanah-

nya.  Jika ini terwujud,  peluang muncul-

nya mafia tanah dapat diantisipasi. ❑

*)  Dr Sutaryono, Dosen pada

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

dan Prodi Pembangunan Wilayah

Fakultas Geografi UGM

Saatnya Investasi di Luar Jawa

Sutaryono

Indonesia melenggang ke final AFF

-- Perlu disiapkan mental untuk

menang

***

NU makin terbuka, inklusif dan

adaptif

-- Siap mewujudkan Indonesia

Berkemajuan

***

Rumahtangga miskin di DIY butuh

Rp 2 juta/bulan

-- Hidup layak  memang tidak mu-

rah

Masih Seputar Mafia Tanah

PEMERINTAHAN Presiden Joko

Widodo berupaya keras memeratakan

perekonomian dan meningkatkan kuali-

tas investasi dengan tidak selalu fokus

mencari penanaman modal di Pulau

Jawa. Berdasarkan catatan Kementeri-

an Investasi/Badan Koordinasi Pena-

naman Modal (BKPM), realisasi inves-

tasi sepanjang kuartal III/2021 (Juli-

September) mencapai Rp 216,7 triliun.

Dari angka tersebut, sekitar 51,9% atau

setara dengan Rp 112,5 triliun investasi

tersebut berada di luar Pulau Jawa.

Sementara sisanya, yakni 48,1%

atau setara dengan Rp 104,2 triliun

berada di Pulau Jawa. Ini adalah

jump frogging yang luar biasa dari

era rezim sebelum Jokowi.

Sebagaimana data di Kementerian

Invesrasi (2020), pada era sebelum

Jokowi, rata-rata investasi di luar

Jawa kurang dari 30%. Contohnya,

periode 2009-2014, yang hanya men-

capai nilai 12,7 triliun, investasi

menumpuk di pulau Jawa. Padahal

disamping pulau Jawa sudah jenuh

karena minimnya ketersediaan la-

han/lokasi, juga secara teritorial, su-

dah masuk zona investment crowded,

sebagaimana yang digambarkan

pakar investasi Jepang, Toru

Hinagara dalam Beyond Global

Investment (2020). 

Capaian investasi di luar Jawa yang

mampu melampaui Pulau Jawa ini

sesuai rencana Presiden Jokowi.

Capaian investasi ini tak terlepas dari

upaya pemerataan infrastruktur ke

seluruh daerah di tanah air. Memang

pembangunan infrastruktur tidak lagi

hanya berpusat di Jawa, cukup merata

ke seluruh wilayah Indonesia. 

Kondisi tersebut menggambarkan

bahwa pembangunan di Tanah Air su-

dah mengarah ke Indonesia-sentris.

Konsep pembangunan ini tidak akan

berhenti. Presiden Jokowi berkomitmen

akan terus melanjutkan pembangunan

ke seluruh pelosok Nusantara.

Sejumlah proyek infrastruktur di luar

Jawa kini memang tengah digenjot,

seperti Tol Sumatera, pembangunan ibu

kota negara baru di Kalimantan Timur,

Trans Papua maupun proyek bandara

dan pelabuhan baru di banyak tempat.

Daya tarik investor menanam modal

di Pulau Jawa karena di kawasan terse-

but infrastruktur pendukungnya sudah

relatif lengkap dan bervariasi.

Ketersediaan infrastruktur pendukung

ini juga akan memengaruhi biaya logis-

tik. Masalah selanjutnya adalah kesiap-

an institusi pemerintah daerah luar

Jawa yang belum sebaik di Jawa. Ini

berkaitan dengan belum mampunya be-

berapa daerah di luar Jawa mempersi-

apkan rencana pembangunan jangka

menengah yang detail terkait pengem-

bangan investasi di wilayahnya. Masih

ditambah pergantian kepala daerah dan

kesiapan SDM menjadi tantangan

tersendiri. 

Menyiapkan SDM

Pemerintah daerah di luar Jawa perlu

menyiapkan SDM dan institusi di

daerah. Misalnya memberikan infor-

masi yang lengkap dan detail mengenai

potensi investasi yang bisa dikem-

bangkan. Tersedianya bank lahan yang

mudah diakses dan mempermudah in-

vestor mendapatkannya. Jangan seperti

kebiasaan buruk di Jawa dimana lahan

belum tersedia khusus, sudah sesumbar

mengundang investor manufaktur yang

butuh lahan luas. Akibatnya banyak in-

vestor yang termakan calo tanah dan ja-

di ATM birokrat. 

Pemerintah daerah juga diimbau un-

tuk menciptakan iklim usaha yang

kondusif, khususnya terkait prosedur

dan birokrasi perizinan. Hal lainnya

yakni jaminan keamanan, baik dari

pemda, kepolisian, maupun pihak

terkait lainnya. Warga dimohon men-

dukung investasi di luar Jawa, bukan

sekadar untuk pemerataan pemba-

ngunan di luar Jawa untuk mengang-

kat martabat ekonomi warga. Selain

memberikan oase bagi peningkatan

derajat pekerjaan dan jumlah tenaga

kerja yang bisa diserap dengan

hadirnya investasi langsung tersebut.

Di atas semua itu, tentunya kolabo-

rasi pemerintah pusat dan daerah

menjadi kata kunci bagi pemerataan

investasi di Indonesia, khususnya

ketika investasi berkembang agresif

di luar pulau Jawa. Saatnya investasi

di luar Jawa.  ❑

*) Tasroh MPA MSc, Kepala Bidang

Litbang di Bappedalitbang Pemkab

Banyumas/ Tim Pengembangan

Investasi Daerah)

Tasroh Omicron tak Surutkan Libur Nataru
PERBINCANGAN mengenai

Omicron masih seru. Apalagi sete-

lah dinyatakan ada orang Indone-

sia yang terinfeksi. Laporan World

Health Organization (WHO)) me-

nyebut varian ini telah menyebar ke

106 negara. Bahkan Direktur WHO

Eropa Hans Kluge mengatakan,

Eropa menghadapi badai Omicron.

Mayoritas penderita berusia 20 Ð

30 tahun dengan gejala batuk,

tenggorokan kering dan demam. 

Saat ini kita tidak bisa abai

apalagi sama sekali tidak waspada

terhadap bahaya Omicron. Menu-

rut patolog klinik FK UII, dr Linda

Rosita MKes SpPK (K),  WHO

telah menetapkan Omicron seba-

gai variant of concern (VoC), varian

yang mengkhawatirkan. VoC diar-

tikan sebagai varian dari SARS

CoV-2 yang menyebabkan pening-

katan penularan serta kematian

dan bahkan dapat mempengaruhi

efektivitas vaksin. (KR, 18/12).

Merasa ÔterbelengguÕ hampir 2

tahun, ancaman Omicron tidak

menyurutkan untuk libur Natal dan

Tahun Baru (Nataru) tahun ini.

Apalagi setelah Pemberlakuan

Pembatasan  Kegiatan Masyara-

kat (PPKM) Level-3 batal diber-

lakukan karena kasusnya dinilai

melandai serta  ada kemungkinan

masyarakat di sembilan daerah

aglomerasi telah mengalami keke-

balan kelompok atau herd immuni-

ty.

Meski sejatinya, pembatalan ti-

dak menjadi bebas sama sekali.

Bahkan aturan yang mengikuti

pembatalan PPKM Level-3 ini

memuat banyak ketentuan yang

diatur dengan sangat rijid. Di an-

taranya tetap menjaga protokol ke-

sehatan (prokes) 5M.  Kemudian ti-

dak ada arak-arakan Tahun Baru,

menutup alun-alun dan lainnya.

Paling utama adalah penguatan

Satgas Covid-19 hingga tingkat

RT/RW mulai 20 Desember - 2

Januari 2022

Pelaksanaannya? Tidak semuah

membalikkan tangan. Sebagai

contoh, kehadiran pemudik dan

pelancong ke DIY tidak bisa diben-

dung lagi.  PT KAI Daop  6 Yogya

yang menjalankan angkutan Nata-

ru sejak 17 Desember hingga hari

ke-4, rata-rata per hari menurun-

kan  11.000 orang. Belum moda

lain. Sebaliknya menurut Manajer

Humas PT KAI Daop 6 Yogya Su-

priyanto, per hari pihaknya mem-

berangkatkan sekitar 12.000. Se-

mentara, Ketua PHRI DIY Deddy

Pranowo mengungkap dalam libur

Nataru ini rata-rata tingkat hunian

hotel atau okupansi hotel bintang

maupun non-bintang dinilai bagus,

mencapai 60,8%. Meski untuk libur

Nataru ini ditargetkan okupansi

mencapai 80% dengan meman-

faatkan 75% kamar hotel. (KR,

23/12). Ini adalah berkah bagi du-

nia pariwisata beserta sederet iku-

tan dan pendukungnya, yang su-

dah 1,5 tahun ini bisa dikatakan

mati suri.  Omicron tidak menyu-

rutkan pemudik atau pelancong

libur Nataru.  

Hanya  semua harus waspada.

Jangan sampai muncul hal yang ti-

dak diinginkan, karena ketidakte-

gasan dan kesadaran melak-

sanakan prokes. Bahkan realita

yang harus menyadarkan bahwa

dalam hidup bersama sebagai

bangsa harus saling menjaga dan

menurunkan ego masing-masing.

Omicron menyadarkan banyak pi-

hak, saat ini  belum waktunya

berlibur bersama, berkumpul  dan

bersenang-senang apalagi dalam

julah besar. Jerman bahkan mem-

buat aturan baru membatasi perte-

muan pribadi hingga hanya 10

orang, penutupan klub malam

karena rumahsakit kewalahan.

Covid belum berlalu. Bahkan

ada ancaman varian baru, Omi-

cron. Sekalipun berkumpul, berse-

rikat dan mengemukakan penda-

pat dijamin Konstitusi, kita masih

harus tertib menjaga dan melak-

sanakan prokes  5M : mengena-

kan masker, mencuci tangan de-

ngan sabun, menjaga jarak,

menghindari kerumunan serta me-

ngurangi mobilitas.  ❑

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang ditulis

serta jangan lupa menampilkan fotocopy

identitas. Terimakasih. 
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Makna Nilai Rapor Siswa
MOMEN penerimaan rapor

semester tentu ditunggu-tunggu

baik oleh siswa maupun para

orang tua. Setelah berjuang sela-

ma satu semester dalam menger-

jakan tugas dan ujian penilaian

akhir semester (PAS), terima rapor

menjadi muara atas semua jerih

payah dan keringat yang telah

dikeluarkan. Apalagi seperti pada

masa pandemi Covid-19 saat ini,

peran orang tua lebih besar dalam

pendidikan siswa.

Perjuangan siswa dan orang tua

akan terdokumentasikan menjadi

nilai dalam rapor. Tingkat keberha-

silan setiap siswa tentunya berbe-

da-beda. Ada yang sudah berhasil

ditandai dengan nilai yang sangat

memuaskan. Namun ada juga

siswa yang mungkin belum

berhasil ditandai dengan nilai

cukup saja atau bahkan kurang.

Nilai rapor sesungguhnya men-

jadi bahan introspeksi bagi guru,

siswa dan orang tua untuk se-

makin mengasah kompetensi

yang sudah berhasil baik maupun

kurang. Nilai yang kurang bagi gu-

ru akan menjadi bahan untuk

memperbaiki pembelajaran yang

akan datang. Sedangkan bagi

siswa dan orang tua berguna un-

tuk semakin meningkatkan intensi-

tas maupun strategi untuk belajar.

Nilai rapor tidak menjadi tolak

ukur mutlak untuk menilai keber-

hasilan siswa. Hal ini dikarenakan

nilai rapor tidak mengukur semua

aspek kemampuan seorang siswa.

Bagi siswa yang belum berhasil ti-

dak berarti siswa yang gagal se-

hingga tidak perlu berkecil hati.

Tetaplah semangat untuk belajar.

Sementara siswa yang sudah

berhasil, tidak perlu congkak.

Tetaplah menjadi pribadi yang ren-

dah hati, jadilah siswa pembelajar

sepanjang hayat.  ❑

Mulyati SPd

Guru SD Negeri Perumnas

Condongcatur, Sleman.


